
 

SALINAN 

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 38  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021, 
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dalam Peraturan Wali Kota; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah, maka Peraturan Wali Kota
Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah dalam Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);
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13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021
Nomor 67);

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT 
DAERAH KOTA SURABAYA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya 
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretariat Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi:

1) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi Sub Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

2) Bagian Hukum dan Kerjasama, membawahi Sub
Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
membawahi Sub Bagian Pembinaan BUMD dan
BLUD;

2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi
Pembangunan, membawahi Sub Bagian
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan;

3) Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
membawahi Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan
Dokumentasi Pimpinan.
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d. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian 
Organisasi membawahi Sub Bagian Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan. 

 
e. Kelompok Jabatan Fungsional; 
 
f. Staf Ahli. 

 
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Asisten yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 
Daerah. 
 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
angka 1) dan angka 2), huruf c angka 1), angka 2), dan 
angka 3) dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bagian yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada masing-
masing Asisten. 

 
(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

angka 1) dan angka 2), huruf c angka 1), angka 2), dan 
angka 3) dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
masing-masing Kepala Bagian. 

 
(5) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
2. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Agustus 2025  

 
WALI KOTA SURABAYA 

 
  ttd 

 
     ERI CAHYADI 

 
 
 
Diundangkan di ............ 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Agustus 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE 
Pembina Utama Muda 

NIP 19690323 199602 1 001 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 38 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
Jaksa Utama Pratama 
NIP. 197803072005011004



SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN 
PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

BAGIAN PENGADAAN 
BARANG/JASA DAN 

ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN

BAGIAN 
PEREKONOMIAN DAN 
SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN UMUM, 
PROTOKOL, 

KOMUNIKASI 
PIMPINAN

ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT

BAGIAN HUKUM DAN 
KERJASAMA

BAGIAN 
PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 
RAKYAT

ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN ORGANISASI

SUB BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DAN 
OTONOMI DAERAH

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN 
PERUNDANG – 

UNDANGAN DAN 
DOKUMENTASI

SUB BAGIAN 
PEMBINAAN BUMD 

DAN BLUD

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN

SUB BAGIAN 
PROTOKOL, 

KOMUNIKASI DAN 
DOKUMENTASI 

PIMPINAN

SUB BAGIAN TATA 
USAHA DAN 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN 
KELEMBAGAAN DAN 
ANALISIS JABATAN

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL

LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 38 TAHUN 2025 
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 67 TAHUN 20214 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA 

 

WALI KOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 
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